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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dari 

segi pengaturan oleh OJK melalui POJK Nomor 77 terkait perjanjian baku 

antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara belum di atur secara spesifik 

hanya sekedar menyebutkan bentuk perjanjian yang terdapat dalam layanan 

P2P Lending, sehingga terdapat berbagai klausul yang mengesampingkan 

perlindungan hukum Pemberi Pinjaman seperti, klausul eksonerasi. OJK 

selaku Lembaga Jasa Keuangan merupakan perwakilan dari Negara di Industri 

Jasa Keuangan, dengan fungsi pengawasan beserta pengaturannya 

memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman selaku 

pengguna/konsumen P2P Lending dalam 2 (dua) bentuk yakni, Pencegahan 

(Preventif) dan Hukuman (Represif). Pencegahan dinyatakan harus dalam 

bentuk Regulatory Sandbox untuk melihat integritas dan kesiapan 

Penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan P2P Lending sehingga 

meminimalisir resiko-resiko yang marak terjadi pada layanan P2P Lending 

yang dilakukan oleh Penyelenggara illegal. Sedangkan Hukuman dinyatakan 

dalam bentuk POJK Nomor 77, terutama Pasal 21 tentang sanksi dan Pasal 37 

tentang tanggung jawab, bilamana terjadi kerugian dalam P2P Lending baik 

akibat kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara dan Bawahannya maka ia 

bertanggungjawab secara absolut kecuali dapat dibuktikan hal tersebut 

disebabkan oleh keadaan memaksa dan/atau dibuktikan bukan diakibatkan 

oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya sehingga Pemberi Pinjaman 

mendapatkan kepastian hukumnya sebagai pihak yang posisinya berada di 

bawah Penyelenggara dilihat dari perjanjian di antara mereka. Hal ini 
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menekankan betapa pentingnya konsep trust di antara Pemberi Pinjaman 

dengan Penyelenggara yang dikatakan oleh Hendrikus Passagi sehingga para 

Pemberi Pinjaman dapat terlebih dahulu berhati-hati dan teliti sebelum 

bersepakat membuat perjanjian dengan Penyelenggara begitu juga, dengan 

Penyelenggara harus menerapkan prinsip E-KYC agar Pemberi Pinjaman 

dipertemukan dengan Penerima Pinjaman yang benar-benar layak serta 

kompeten untuk menerina dan membayar kembali uang yang dipinjamnya.  

2. Bentuk pertanggungjawaban oleh Penyelenggara dalam P2P Lending dalam 

hal timbulnya kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman baik dikarenakan 

kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara maka Penyelenggara dapat 

dimintakan penggantian kerugian atas dasar Ingkar Janji (Wanprestasi) 

dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Persoalan mengenai 

pertanggungjawaban Penyelenggara sebagai pelaku usaha P2P Lending dilihat 

dari hubungan hukum yang timbul dari perjanjian di antara Penyelenggara 

dengan Pemberi Pinjaman. Dalam hal ini, Penyelenggara dapat digugat atas 

dasar Ingkar Janji (Wanprestasi) jika ia tidak memenuhi kewajiban yang telah 

disepakati dalam perjanjian, mengakibatkan dapat dimintakan penggantian 

kerugian atas biaya, rugi, dan bunga oleh Pemberi Pinjaman melalui 

pengadilan. Sedangkan jika prestasi dalam perjanjian tidak dapat diukur dan 

Penyelenggara mencantumkan klausa eksonerasi atau pengalihan tanggung 

jawab dalam perjanjian antara ia dengan Pemberi Pinjaman yang dilakukan 

secara paham dan sadar maka, Penyelenggara dapat digugat atas dasar PMH 

dikarenakan telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, 

dalam hal ini adalah POJK Nomor 77 mengenai perjanjian yang dilarang. 

Kemudian Penyelenggara telah melanggar hak sujektif dari Pemberi Pinjaman 

dalam hal ini, hak-hak milik Pemberi Pinjaman yang seharusnya dijamin oleh 

Penyelenggara serta tidak menerapkan prinsip itikad baik dalam perjanjian 

layanan P2P Lending. Sehingga sebagaimana sejalan dengan Pasal 37 POJK 

Nomor 77, Penyelengara merupakan pihak yang wajib bertanggungjawab 

bilamana dapat terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman 
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merupakan akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian yang ditimbulkan 

Penyelenggara atau pihak yang berada di bawah tanggungannya. 

5.2. Saran 
1. OJK harus meningkatkan upayanya dalam hal pengaturan dan pengawasan 

P2P Lending terutama terkait Penyelenggara yang terdaftar dan memiliki izin 

dari OJK. Perlu dimasukannya P2P Lending dalam Regulatory Sandbox 

sebagai upaya penyaringan terhadap Penyelenggara P2P Lending agar 

memberikan rasa aman dan kepastian bagi Pemberi Pinjaman. Penyaringan 

tersebut harus difokuskan baik kepada Penyelenggara sebagai pihak yang 

meyakinkannya untuk meminjamkan uangnya tersebut dan Penerima 

Pinjaman yang seringkali memanfaatkan kemudahan memperoleh pinjaman 

(melakukan permohonan pinjaman ke lebih dari satu Penyelenggara) tetapi 

tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan, membuat timbulnya 

kerugian kepada Pemberi Pinjaman. Kemudian, para Penyelenggara P2P 

Lending harus lebih ketat dalam memberikan rekomendasi pinjaman kepada 

Pemberi Pinjaman, OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap informasi-

informasi pinjaman yg dikelola oleh Penyelenggara sebagai bentuk check and 

balances OJK dengan Penyelenggara sehingga membuat pinjaman dengan 

scoring yang aman.  

2. Harus dikuatkatnya konsep trust dalam layanan P2P Lending sehingga OJK 

sebagai lembaga pengawas dan pengatur industri keuangan dan 

Penyelenggara sebagai pelaku usaha dapat memberikan rasa percaya bagi 

Pemberi Pinjaman (selaku konsumen/pengguna layanan P2P Lending) dengan 

tetap mempertahankan koridor kehati-hatian, namun tanpa mematikan laju 

inovasi, hal ini diyakini membuat lingkungan pengaturan FinTech kedepan 

akan semakin kondusif, yaitu di satu sisi memberikan kepastian bagi para 

pelaku usaha, dan sisi lain tetap mengedepankan perlindungan para 

konsumen/pengguna. Tetapi konsep trust tersebut dirasa tidak perlu untuk 

dimuat dalam bentuk UU Trust yang disarankan oleh Adrian Gunadi selaku 
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ketua umum Asosiai Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Trust bila 

terjalin secara baik akan memberikan perlindungan hukum (kepastian hukum) 

baik bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, dan Penyelenggara itu 

sendiri. 

3. Diperlukannya Penguatan koordinasi di antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dengan Lembaga-Lembaga terkait di Industri Jasa Keuangan dan Teknologi 

Finansial melalui wadah seperti Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) 

yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian 

Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, perumusan kebijakan yang selaras dalam merespon dinamika 

industri dapat kita wujudkan.  

4. Otoritas Jasa Keuangan perlu segera menerbitkan peraturan yang lebih jelas 

berkaitan dengan konstruksi perjanjian, tanggung jawab, dan ganti rugi para 

pihak dalam sistem layanan P2P Lending, dengan dilakukan perubahan atau 

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi guna menjadi 

sesuai dengan fungsi pengaturan beserta pengawasan yang dimiliki oleh OJK 

itu sendiri. Mengingat konstruksi hubungan hukum (perjanjian akan 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum 

dengan sendirinya) yang jelas tersebut akan mempermudah pelaksanaan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem layanan P2P 

Lending. Kepastian hubungan hukum antara para pihak dalam P2P Lending 

juga akan memberikan kedudukan hukum yang sah bagi Penyelenggara 

sehingga bentuk perlindungan hukum bagi para pihak tersebut akan 

menciptakan ruang lingkup P2P Lending yang ideal.  

5. OJK harus memberikan pemahaman serta pengarahan baik kepada pelaku 

usaha maupun pengguna FinTech lebih jelas mengenai mekanisme 

penyelesaian sengketa dalam P2P Lending, OJK sebenarnya memiliki 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. 

LAPS sendiri telah di atur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang 
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Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Perlunya 

OJK untuk mengimplementasikan LAPS tersebut melihat bahwa P2P Lending 

yang diselenggarakan menggunakan teknologi informasi dan melihat 

mekanisme pengadilan pada umumnya memakan waktu serta biaya yang 

lama. Diperlukannya mekanisme khusus untuk P2P Lending dengan 

pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil, dan 

efisien. Dikarenakan P2P Lending menurut POJK Nomor 77 dikategorikan 

sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berarti P2P Lending adalah 

Lembaga Jasa Keuangan yang berada di bawah naungan OJK, LAPS 

merupakan lembaga yang disediakan oleh OJK sehingga sudah cocok bila 

P2P Lending dapat diselesaikan melalui LAPS (sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang LAPS) ditambah 

dengan kewajiban Penyelenggara (sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) 

dalam Pasal 3 (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa untuk menjadi anggota LAPS. Jika hal ini dilakukan 

kelangsungan dari layanan P2P Lending tersebut akan terjamin dan sejalan 

dengan Pasal 29 POJK Nomor 77. 

6. Dikarenakan P2P Lending tidak memerlukannya pertemuan secara langsug di 

antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman menimbulkan resiko 

terjadinya kredit bersamalah sehingga merugikan Pemberi Pinjaman. Pemberi 

Pinjaman harus lebih paham mengenai resiko yang ada sebelum Ia terjun 

dalam bisnis P2P Lending seharusnya Pemberi Pinjaman telah mengetahui 

resiko yang ada (begitu juga dengan Penerima Pinjaman) sehingga, bila Ia 

tetap terjun kedalamnya dianggap sudah paham dan menerima resiko-resiko 

yang ada.    
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